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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam 

lingkungan peradilan tersebut
1
. terkait dengan adanya kewenangan hakim dalam 

melakukan pengawasan isi putusan yang diatur pertama kali pada ketentuan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah sekarang menjadi Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009.  

Setelah adanya undang-undang kekuasaan kehakiman ini barulah muncul 

ketentuan kitab udang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan pada ketentuan 

SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas 

Dan Pengamat.
2

 Disamping itu hakim yang bertugas untuk melaksanakan 

pengawasan dan pengamatan dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan 

putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah 

tidak ada upaya hukum lagi. Jadi disinilah yang menjadi obyek pengawasan dan 

pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan 

pengadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan didalam 
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sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini
3
.  

Hakim pengawas dan pengamat melaksanakan pengawasan dan 

pengamatan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan, ini 

merupakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan setelah putusan 

(vonis hakim) tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka ketua  

pengadilan dapat menunjuk hakim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan 

pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan,
4
 tidak berarti tugas 

jaksa sebagai pelaksana putusan hakim akan diawasi oleh hakim pengawas dsan 

pengamat.  

Dalam melakukan pengawasan hakim menitikberatkan pelaksanaan 

putusan yang dilakukan sesuai dengan asas-asas perikemanusiaan dan 

pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan tujuan 

pemasyarakatan yaitu mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat 

yang baik dan patuh pada hukum.
5
 Hasil pengawasan dan pengamatan yang 

dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, diberitahukan kepada ketua 

pengadilan secara berkala,
6
 Jangka waktu pengawasan terhadap narapidana yang 

telah selesai menjalani pidananya perlu dipikirkan, karena menyangkut Hak Asasi 

Manusia. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan secara terus menerus akan 

mengurangi kebebasannya dalam beraktivitas sehari-hari.  

                                                     
3
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Menurut Andi Hamzah pelaksanaan Pasal 280 ayat (4) akan menjadi 

kewenangan dua tangan, karena menurut Pasal 14 di KUHAP, pengawasan 

terhadap putusan bersyarat dilakukan oleh jaksa, sedangkan Pasal 280 ayat (4) 

dilaksanakan oleh hakim pengawas dan pengamat.
7
 Pengawasan pelaksanaan 

putusan tetap dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan dengan 

mengangkat seorang hakim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap putusan pengadilan, adapun tugas hakim pengawas dan 

pengamat sudah di atur dalam Surat Edaran  Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

1985, yaitu; 

a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan 

yang berada di kepaniteraan pengadilan negeri 

b. Mengadakan cheking on the spot paling sedikit 3 bulan sekali ke lembaga 

pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan 

putusan pengadilan yang ditanda tangani oleh jaksa, kepala lembaga 

pemasyarakatan dan terpidana. 

c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan 

yang berlangsung di lembaga pemasyarakatan tersebutr sudah memenuhi 

pengertian  bahwa ”pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan 

dan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat mansuia”,  serta 

mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan 

dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya. 

d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama  
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para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai 

perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan 

yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi. 

e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal 

ihwal perilaku terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara 

sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga 

pemasyarakatan. 

f. Menghubungi kepala lembaga pemasyarakatan dan ketua dewan pembina 

pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi 

koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah departemen kehakiman 

dalam rangka tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu 

masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata 

perlakuan terhadap narapidana yang bersifat tehnis, baik tata perlakuan di 

dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya.    

Dimana hal ini hakim juga dapat melihat hasil perkembangan selama 

melaksanakan pengawasaan dan pengamatan terhadap narapidana, jadi hakim saat 

menjatuhkan putusan pidana berupa perampasan kemerdekaan, pengawasan 

diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan dengan kejaksaan juga terhadap 

pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan pemberian tugas pada hakim 

untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya.
8
 

Hakim peingawas dan peingamat meingadakan peingamatan uintuik bahan 

peineilitian deimi keiteitapan yang beirmanfaat bagi peimidanaan, yang dipeiroleih dari 
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peirilakui narapidana ataui peimbinaan leimbaga peimasyarakatan seirta peingaruih 

timbal balik teirhadap narapidana seilama meinjalani pidananya.
9
 Hakim dalam 

tuigas khuisuis ini tuiruit meilakuikan peindeikatan seicara langsuing agar dapat 

meingeitahuii sampai dimana hasil baik ataui buiruiknya pada diri narapidana atas 

puituisan hakim yang beirsangkuitan.
10

 Deingan deimikian hakim tidak hanya meinjadi 

seiorang peingambil keipuituisan huikuiman tanpa ikuit meimikirkan puituisannya. 

Peilaksanaan pidana yang teilah dijatuihkan oleih hakim tidak leipas dari 

adanya sisteim peimasyarakatan seibagai sisteim peimbinaan narapidana, 

peimasyarakatan itui peinting kareina peimasyarkatan itui seindiri meiruipakan sasaran 

peimbinaan bagi narapidana guina meiningkatkan keimampuian hiduip mandiri 

diteingah masyarakat dan dapat beirinteiraksi deingan baik teirhadap lingkuingan 

masyarakat. Sisteim peimasyarakatan ini meiruipakan uipaya peimbinaan bagi 

narapidana yang sangat meineintuikan meinjadi baik pada diri narapidana seiteilah ia 

keiluiar dari leimbaga peimasyarakatan.  

Peilaksanaan peingawasan dan peingamatan hakim peingawas dan peingamat, 

ini haruis direialisasikan deingan meilibatkan instansi teirkait yakni keijaksaan dan 

peijabat Leimbaga Peimasyarakatan, Keiduia leimbaga ini sangat beirhuibuingan eirat 

seicara teirpadui uintuik meilakuikan peimbinaan narapidana guina meiningkatkan 

keimampuian hiduip mandiri diteingah masyarakat keilak.
11

  

Beirdasarkan peineilitian teirdahuilui yang diteliti oleih peinuilis, peilaksanaan 

peingawasan dan peingamatan oleih hakim peingawas dan peingamat di Leimbabaga 

Peimasyarakatan Klas II b Kuitacanei beiluim meinjalankan tuigas seipeinuihnya, 
                                                     

9
 Pasal 280 ayat (2) KUHAP. 
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 Bambang Poernomo,Op.cit. hlm. 81. 
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Seihingga narapidana yang seidang dibina dalam leimbaga peimasyarakatan tidak 

dapat beiruibah meinjadi baik peirilakuinya, peirbuiatannya, keijiwaannya bahkan 

belum dapat diteirima keimbali di masyarakat yang dikhawatirkan apabila masa 

huikuiman pidananya teilah seileisai, maka mantan narapidana teirseibuit akan 

meilakuikan keimbali keijahatan yang sama.  

Adapun dalam hal ini jika hakim peingawas dan peingamat meilaksanakan 

tuigasnya uintuik meilakuikan peimeiriksaan di leimbaga peimasyarakatan paling seidikit 

3 (tiga)  builan seikali uintuik meimastikan peirkeimbangan narapidana seilama di 

leimbaga peimasyarkatan, meilakuikan wawancara langsuing deingan para peituigas 

peimasyarakatan, meilakuikan wawancara langsuing keipada narapidana maka 

narapidana akan beiruibah prilakuinya, keijiwaannya, dan keipribadiannya meinjadi 

leibih baik, seihingga teircapainnya tuijuian peimidanaan teirseibuit seihingga mantan 

narapidana diteirima keimbali oleih masyarakat.
12

 Beirdasarkan latar beilakang di 

atas, peinuilis teirtarik uintuik meinyuisuin teisis ini deingan juiduil “Peilaksanaan Tuigas 

Hakim Peingawas Dan Peingamat Dalam Peiminaan Narapidana (Stuidi Peineilitian di 

Leimbaga Peimasyarakatan Klas II b Kuitacanei)” 

 

B. Rumusan  Masalah  

1. Bagaimana peilaksanaan tuigas hakim peingawas dan peingamat dalam 

peimbinaan narapidana di Lapas Keilas II B di Kuitacanei?  

2. Keindala apa saja yang dihadapi hakim peingawas dan peingamat dalam 

meilaksanakan tuigas? 
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3. Upaya apa saja yang haruis dilakuikan uintuik meingatasi ketidak efektifan 

berjalannya tugas hakim pengawas dan pengamat di Lapas Keilas II B di 

Kuitacanei? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan peiruimuisan yang teilah dinyatakan seibeiluimnya maka uintuik 

meingarahkan suiatui peineilitian dipeirluikan adanya suiatui tuijuian dari suiatui 

peineilitian. 

a. Uintuik meinganalisis peilaksanaan peimbinaan narapidana yang dilakuikan 

oleih hakim peingawas dan peingamat 

b. Uintuik meinganalisis keindala yang dihadapi hakim peingawas dan peingamat 

dalam meilaksanakan tuigas  

c. Untuk meinganalisis upaya apa saja yang haruis dilakuikan uintuik meingatasi 

ketidak efektifan berjalannya tugas hakim pengawas dan pengamat di 

Lapas Keilas II B di Kuitacanei? 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini jika tuijuiannya dapat teircapai maka hasil peineilitian 

akan meimiliki manfaat praktis dan teioritis. Adapuin manfaat yang diharapkan 

seihuibuingan deingan peineilitian ini adalah seibagai beirikuit : 

a. Manfaat Teioritis, Diharapkan hasil peineilitian ini dapat meingeimbangkan 

ilmui huikuim khuisuisnya dalam bagian huikuim pidana dan beirmanfaat bagi 

masyarakat uintuik meinambah peingeitahuian meingeinai keindala yang 

dihadapi hakim peingawas dan peingamat hakim wasmat beirpeiran peinting 
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dalam meimbantui napi baik dalam hal peinguirangan huikuiman ataui 

peileipasan beirsyarat. 

b. Manfaat Praktis, Agar peineilitian yang peinuilis lakuikan beirmanfaat bagi 

leimbaga hakim peingawas dan peingamat dalam peimbinaan narapidana. 

 

E. Kajian  Terdahulu 

Berdasarkan pertimbangan inilah peneliti berasumsi bahwa judul yang 

peneliti angkat untuk penelitian ini layak dan patut untuk diteliti, sehingga 

bermanfaat bagi seluruh kalangan maka peneliti ingin menyampaikan beberapa 

penelitian terdahulu. Peneliti mengadakan kajian pustaka terhadap beberapa tesis 

dan jurnal yang berhubungan dengan tema tersebut, diantaranya adalah: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Gita Iswariyani, dengan judul penelitian yaitu “ 

Peilaksanaan Tuigas Hakim Peingawas dan Peingamat di Peingadilan Neigeiri 

Deinpasar dalam Peimbinaan Narapidana ”. Peineilitian dalam juirnal ini dilatar 

beilakangi Hakim meiruipakan salah satui aparat peineigak huikuim yang meimiliki 

keiweinangan dalam meimuituis suiatui peirkara wilayah huikuimnya. Pada tahapan 

beiracara hakim akan meinjatuihkan puituisan dimuika sidang dan tangguing jawab 

hakim hanya seibatas peinjatuihan puituisan saja meingeinai apakah puituisan itui 

dilaksanakan ataui tidak hakim tidak peirlui meingeitahuiinya. Namuin hakim 

meimiliki tuigas khuisuis yakni meingawasi dan meingamati peilaksanaan puituisan 

peingadilan. Tidak seimuia hakim aktif meiruipakan Hakim Peingawas dan 

Peingamat, meilainkan hanya beibeirapa hakim yang dituinjuik oleih Keituia 

Peingadilan uintuik meimbantui Keituia Peingadilan dalam meingawasi dan 

meingamati peilaksanaan puituisan peingadilan. Hakim Peingawas dan Peingamat 
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yaitui jeimbatan antara sisteim dalam peingadilan seihingga dapat meingikuiti 

peirkeimbangan keiadaan narapidana, deingan adanya Hakim Peingawas dan 

Peingamat maka diharapkan keiseinjangan antara apa yang dipuituiskan oleih 

hakim dan peilaksanaan puituisan seilama di leimbaga peimasyarakatan atauipuin 

diluiar leimbaga peimasyarakatan (pidana beirsyarat) dapat diatasi. Deingan 

adanya tuigas khuisuis teirseibuit diharapkan hakim dalam meilaksanakan tuigasnya 

dapat meingikuiti jalannya peimidanaan yang dilakuikan oleih teirpidana, seihingga 

dapat beirpeiran aktif dalam meimbeirikan saran dan masuikan dalam hal 

peileipasan beirsyarat, deingan beigitui tuijuian peimidanaan dapat teirlaksana deingan 

baik.
13

 Penelitian yang digunakan oleh Gita Iswariyani menggunakan 

penelitian normative-empiris sedangkan penulis menggunakan penelitian 

yuridis-empiris, berdasarkan dari penelitian yuridis-Empiris lah penulis dapat 

menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas, berguna untuk mencari 

beberapa jawaban dari permasalahan yang terjadi dilapangan. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Khunaifi Alhumami, dengan judul penelitian 

yaitu ”Peiranan Hakim Peingawas Dan Peingamat Uintuik Meinceigah Teirjadinya 

Peinyimpangan Pada Peilaksanaan Puituisan Peingadilan”, Peinyimpangan dalam 

proseis peiradilan pidana seibeinarnya buikan hanya dapat teirjadi pada tahap 

peinyeilidikan, peinyidikan (pra-adjuidikasi), peinuintuitan dan peimeiriksaan di 

sidang peingadilan (adjuidikasi), teitapi juiga dapat teirjadi pada tahap 

peilaksanaan puituisan peingadilan (pasca adjuidikasi). Peineilitian ini meimbahas 

masalah peiranan Hakim Peingawas dan Peingamat dalam meinceigah teirjadinya 

                                                     
 

13
 Gita Iswariyani, Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Pengadilan 
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peinyimpangan pada tahap peilaksanaan puituisan peingadilan, Adapuin hasil 

peineilitian yang dilakuikan oleih Khuinaifi Alhuimami, meinuinjuikkan bahwa 

seilama ini peiranan Hakim Peingamat dan Peingawas beiluim dijalankan seicara 

maksimal seihingga beiluim cuikuip eifeiktif dalam meinceigah teirjadinya 

peinyimpangan pada tahap peilaksanaan puituisan peingadilan. Adapuin keindala 

peinyeibab Hakim Peingamat dan Peingawas kuirang beirpeiran seicara eifeiktif, pada 

uimuimnya teirkait deingan keisibuikan Hakim Peingawas dan Peingamat itui seindiri, 

kareina seilain dibeibani tuigas seibagai peingamat dan peingawas yang 

beirsangkuitan juiga masih dibeibani tuigas-tuigas peinanganan peirkara. Bahkan 

tuigas seibagai Hakim Peingawas dan Peingamat juitsrui dianggap seibagai tuigas 

sampingan
14

. Penelitian Khunaifi Alhumami menggunakan penelitian 

normative-kepustakaan sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian 

Yuridis-Empiris. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Ilham Taufiq dengan judul penelitian 

“Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta 

bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika” Di samping tugas 

mengadili, hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan 

pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-

283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas pengawasan dan pengamatan ini 

dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum 
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lagi. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis hakim adalah jaksa 

sebagai eksekutor. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan 

oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan, 

akan tetapi tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana 

di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tetapi 

juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Selain itu, untuk 

mengetahui bahwa pidana yang dikenakan kepada narapidana penjara dapat 

bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang 

menjalani pidana penjara didasarkan kepada hak-hak asasi narapidana, yang 

ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, dan 

khususnya agar narapidana tidak melakukan kejahatan lagi setelah selesai 

menjalani masa hukuman pidana penjara. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan 

pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai 

berikut : 1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh 

jaksa;  2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh 

Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.  

  Namun ada berbagai problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri 

Yogyakarta terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas 

hakim itu sendiri, yaitu selain perannya sebagai hakim khusus untuk mengawasi 

dan mengamati terhadap narapidana di penjara, Hakim Pengawas dan Pengamat 

masih pula menjabat sebagai hakim yang aktif menangani dan mengadili perkara. 
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Sehingga hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap 

putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai alasan tidak ada waktu untuk 

mengawasi dan mengamati proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 

Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II 

A Yogyakarta, dengan ini bisa berakibat laporan terhadap hasil pengawasan 

diragukan kebenarannya. Selain itu peranan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat 

dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan mengadakan kontak secara 

langsung sangat jarang dilakukan dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan 

maupun dengan terpidana untuk memberikan koreksi, dan hanya dilaksanakan 

sekali dalam waktu sepuluh (10) bulan ini. Padahal SEMA RI mengamanatkan 

minimal tiga (3) bulan sekali dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan 

yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai bahan 

penelitian dan evaluasi mengenai putusan pengadilan, juga efisiensi pemidanaan 

dan pembinaan narapidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas 

II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.
15

 Perbedaannya dengan tesis penulis penelian yang dilakukan oleh Asep 

Ilham Taufiq ini alasan dari hakim pengawas dan pengamat tidalk melaksanakan 

tugasnya disebabkan karena tidak ada waktu untuk mengawasi dan mengamati 

proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta 

dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta sedangkan hasil 

penelitian penulis hakim telah melaksanakan tugasnya tetapi sangatlah jarang 

                                                     
15

 Asep Ilham Taufiq, Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan 

Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika, Jurnal, 

Vol. 5, No. 2, Desember 2016, Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2023, Pukul 11:20 Wib. 
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sekali, bisa terhitung hanya dua kali selama satu tahun. Kemudia selain itu juga 

perbedaannya yaitu lokasi penelitian yang dilakukan. 

d. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati Siregar, Pembahasan   mengenai   

hukum   pidana tidak    terpisahkan    dari    lembaga    tempat  menjalankan 

pidana tersebut. Munculnya ide pemenjaraan    merupakan   rekasi terhadap 

kejahatan  karena  telah  mengakibatkan kerugian. Pemenjaraan hadir sebagai 

penghukuman terhadap pelaku kejahatan dengan cara menahan fisik  seseorang 

sehingga terpisah dari masyarakat Lembaga pemasyarakatan muncul tahun 

1964 menggantikan kata “penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan 

narapidana. Menurut Pasal 277 KUHAP Hakim Pengawas dan Pengamat 

bertugas untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan  

dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana 

perampasan kemerdekaan.  

Menurut SEMA   no.7  tahun  1985  tentang Petunjuk Pelaksanaan  Tugas   

Hakim  Pengawas  dan Pengamat dijelaskan bahwa kunjungan hakim ke Lembaga 

Pemasyarakatan paling sedikit 3 bulan sekali untuk memeriksa kebenaran berita 

acara pelaksanaan putusan pengadilan, mengumpulkan data perilaku terpidana, 

mewawancarai petugas pemasyarakatan dan terpidana terkait perlakuan terhadap 

diri terpidana. Hasil dari penelitian di Pengadilan Negeri Medan dan Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Klas I Medan menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri 

Medan terhadap terpidana dalam wilayah  hukumnya  khususnya  anak di    LPKA    

Medan   masih  lemah.  



14 
 

 

Kunjungan  Hakim  ke  LPKA Medan dilakukan dalam 6 bulan  sekali,  anak  

yang diwawancarai dan  dikumpulkan data  perilakunya hanya anak  yang telah     

disiapkan oleh pihak LPKA saja.Kendala dalam pelaksanaan tugas hakim     

pengawas dan pengamat,  seperti: undang-undang tidak  mengatur rincian  tugas    

hakim, kuantitas dari hakim  pengawas  dan  pengamat, waktu dan beban   

pekerjaan  hakim di Pengadilan, adanya dualisme struktur kelembagaan dalam 

pelaksanaan pengawasan dan pengamatan serta sarana dan prasarana.
16

  

Perbedaannya dengan hasil penelitian penulis adalah Lembaga yang 

dilaksanakan untuyk melakukan penelitian adalah Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak Klas I Medan serta lokasi yang dilakukan berbeda dengan hasil penelitian 

penulis.  

 

F. Kerangka Pikir dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka pikir 

Beberapa pemikir yang mencoba membedah hukum selalu berupaya 

mencantumkan kata “teori” untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan 

bahwa apa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran 

bahwa apa yang dijelaskan itu adalah memenuhi standar teoritis.
17

 Teori adalah 

menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu 

terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat 

                                                     
16

 Kurniati Siregar, Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Pola 

Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan, Jurnal Ilmu 

Hukum Prima (IHP) 2019, Diakses Pada Tanggal 11 Agustustus 2023. Pukul 12:00 Wib.  
17

Otje Salman dan Anton F.Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan 

Membuka Kembali, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 45 
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menunjukkan ketidakbenarannya.
18

 Teori diartikan sebagai ungkapan mengenai 

kausal yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga 

dapat digunakan sebagai kerangka fikir (frame of thingking) dalam memahami 

serta menangani permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut”. Fungsi 

teori dalam penelitian ini adalah memberikan arahan atau petunjuk dan 

meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.
19

 Dalam hal ini peneliti 

menggunkan teori kepastian hukum dan teori keadilan, adapun teori tersebut 

yaitu:  

a. Teori Pengawasan Menurut Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa 

pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa 

pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu 

tidak dapat dikatakan berhasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138) 

mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara 

suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efekif dan efisien, serta lebih jauh 

mendukung terwujudnya visi dan misi suatu orgainisasi. Untuk mengetahui 

lebih dalam pengertian pengawasan dapat dilihat dari beberapa para ahli 

dibawah ini: 

1. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig : Pengawasan adalah tahap 

proses manejerial mengenai pemeliharaan kegiatan orgainisasi dalam 

batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.  

2. T. Hani Handoko : Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk 

menjamin bahwa tujuan orgainisasi dan manejerial tercapai.  
                                                     
 

18
 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, 

hlm. 68 

 
19

 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bunga 

Ilmu, 1987, hlm. 205. 
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3. Brantas : Pengawasan ialah proses pemantauan, penelitian, dan pelaporan 

rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan 

korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.
20

 

b. Teori Kemanfaatan  

 Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah 

yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga 

diartikan sebagai kebahagiaan (happiness), sehingga dalam pelaksanaan dan 

penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena 

hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakannya haruslah 

memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan 

berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan 

masyarakat.  

Baik buruknya hukum tergantung sampai sejauh mana hukum itu 

memberikan kebahagiaan bagi manusia. Jeremy Bentham berpendapat bahwa 

negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan 

mayoritas rakyat. Kemudian menurut John Rawls dengan teori yang disebut Teori 

Rawls atau Justice as fairness (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa 

hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat 

yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil dan ketidakbahagiaan 

(The greatest happiness of the greatest number people).
21

 

2. Kerangka Konseptual 

Adapun yang dimaksud dengan kerangka konseptual adalah kerangka yang 
                                                     

20
 http://repository.uin-suska.ac.id/15320/7/7.%20BAB%20II_2018929ADN.pdf, Diakses 

Pada Tanggal 18 Agustus 2023, Pukul 18:00 Wib.  
21

 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 105. 

http://repository.uin-suska.ac.id/15320/7/7.%20BAB%20II_2018929ADN.pdf
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menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik 

dalam penelitian hukum normatif maupun empiris.
22

 Pengertian-pengertian 

mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah: 

a. Pengertian Dan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat 

Eiksisteinsi hakim peingawas dan peingamat dalam sisteim peiradilan pidana 

Indoneisia, awalnya diatuir dalam Pasal 33 Ayat (2) Uindang-Uindang Pokok 

Keihakiman Tahuin 1970.
23

 Keitika KUiHAP lahir, hal itui keimuidian diatuir dalam 

Pasal 277 yang beirbuinyi: 

a. Pada seitiap peingadilan haruis ada hakim  yang dibeiri tuigas khuisuis uintuik 

meimbantui keituia dalam meilakuikan peingawasan dan peingamatan teirhadap 

puituisan peingadilan yang meinjatuihkan pidana peirampasan keimeirdeikaan.  

b. Hakim  seibagaimana dimaksuid dalam ayat (1) yang diseibuit hakim  

peingawas dan peingamat, dituinjuik oleih keituia peingadilan uintuik paling lama 

duia tahuin.  

Meinuiruit keiteintuian di atas, hakim peingawas dan peingamat ialah hakim  

yang meindapat tuigas khuisuis uintuik meingadakan peingawasan dan peingamatan 

teirhadap peilaksanaan puituisan dalam hal pidana peirampasan keimeirdeikaan. 

Adapuin meitodei yang diguinakan dalam meilakuikan peingawasan dan peingamatan 

dalah Meitodei peindeikatan yang diguinakan beirsifat yuiridis sosiologis. Artinya 

dimana peineilitian meinitikbeiratkan pada peiran hakim peingawas dan peingamat 

(kimwasmat) teirhadap peilaksanaan puituisan-puituisan peingadilan dalam sisteim 

peiradilan pidana.  
                                                     
 

22
 Abdul Kadir Muhammad, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditia, 2004, 

hlm. 34 
23

Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 
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Kajian dalam beintuik teiori dan prakteik tuiruit dilakuikan uintuik meimahami 

bagaimana norma-norma huikuim yang dibeirlakuikan di dalam masyarakat 

(sosiologi huikuim). Beirdasarkan peineilitian ini meinuinjuikkan bahwa peilaksanaan 

Hakim Peingawas dan Peingamat beirlandaskan pada Pasal 277-283 Kitab Uindang-

Uindang Huikuim Acara Pidana, deingan atuiran peilaksanaannya dari Suirat Eidaran 

Mahkamah Aguing (SEiMA) No. 7 Tahuin 1985. Hakim peingawas dan peingamat 

beirtuijuian uintuik meimastikan peingawasan teirhadap peilaksanaan puituisan, seilain itui 

hakim peingawas dan peingamat juiga meingguinakan meitodei peirsuiasif eiduikatif 

yang dituinjang oleih asas keikeiluiargaan dalam arti didalam meinjalankan tuigasnya 

Hakim Wasmat seilalui meingguinakan tata cara peindeikatan meilaluii peingarahan, 

saran-saran, dan tidak dibeinarkan sampai meinyingguing peirasaan pihak-pihak lain 

atauipuin meincampuiri seicara formal weiweinang instansi lain. Kalauipuin seiandainya 

seidikit banyak lain, heindaknya itui teitap beirtuimpui pada sikap keikeiluiargaan yang 

dilandasi oleih keiarifan dan keibijaksanaan. Yang dimaksuid deingan meitodei 

peirsuiasif eiduikatif adalah meitodei yang dipakai uintuik meiyakinkan diseirtai cara 

meindidik, Deingan deimikian ada peimahaman dari Hakim Peingawas dan Peingamat 

teintang apa yang dilakuikannya meimpuinyai tuijuian uintuik meindidik dalam hal ini 

yang dididik adalah narapidana. Jadi hakim wasmat meimpuinyai tuigas rangkap, 

seibagai hakim  biasa dan seibagai hakim wasmat. Masa jabatan hakim wasmat 

meinuiruit Pasal 277 Ayat (2) KUiHAP paling lama 2 (duia) tahuin. Maksuid adanya 

peimbatasan waktui 2 (duia) tahuin adalah uintuik meimbeirikan keiseimpatan pada 

hakim-hakim lain di PN yang teilah meimeinuihi syarat, kareina tuigas ini meimiliki 

manfaat yang beisar bagi peiningkatan profeisionalismei hakim dalam meimbuiat 
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puituisan yang beirkeiadilan pada masa yang akan datang.
24

 

Manfaat yang akan dipeiroleih teirseibuit pada pokoknya adalah seibagai 

beirikuit:  

1. Akan meinambah peingeitahuian dan peingalaman seihingga puituisan yang 

dijatuihkannya akan beirmanfaat bagi peimbinaan napi.  

2. Meingeitahuii peingaruih dari puituisan yang dijatuihkan teirhadap napi.  

3. Meingeitahuii seijauih mana manfaat dari puituisan yang dijatuihkan.  

4. Akan leibih meingakrabkan huibuingan antar peineigak huikuim.  

Beirakhirnya masa jabatan hakim peingawas dan peingamat dapat 

diseibabkan hal-hal beirikuit:  

1. Masa jabatannya seibagai hakim  ataui seibagai hakim wasmat teilah beirakhir.  

2. Meininggal duinia seibeiluim beirakhir masa jabatannya.  

3. Pindah tuigas kei daeirah lain.  

4. Dibeirheintikan deingan tidak hormat seibagai hakim. 

5. Seicara suikareila meinguinduirkan diri seibagai hakim /hakim  wasmat. 

Tahapan peilaksanaan hakim peingawas dan peingamat dalam Kitab 

Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana diatuir dalam Bab XX teintang Peingawasan 

dan Peilaksanaan Puituisan Peingadilan uintuik meilaksanakan tuigasnya adalah 

seibagai beirikuit:
25

 

a. Muila-muila jaksa meingirim teimbuisan beirita acara peilaksanaan puituisan 

peingadilan yang ditandatangani oleihnya, keipada keipala leimbaga 

                                                     
24

Khunaifi Alhumami, pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan putusan pengadilan, Volume 7 Nomor 1, Maret 2018 

:49–50. 
25

 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 319.  
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peimasyarakatan, teirpidana, dan keipada peingadilan yang meimuituis peirkara 

teirseibuit pada tingkat peirtama (Pasal 278 KUiHAP).  

b. Paniteira meincatat peilaksanaan teirseibuit dalam reigisteir peingawasan dan 

peingamatan. reigisteir teirseibuit wajib dibuiat, dituituip dan ditandatangani oleih 

paniteira seitiap hari keirja dan uintuik dikeitahuii ditandatangi juiga oleih hakim 

peingawas dan peingamat (Pasal 279 KUiHAP).  

Tugas dan weiweinang hakim wasmat dalam dalam Kitab Uindang-Uindang 

Huikuim Acara Pidana diatuir dalam Bab XX teintang Peingawasan dan Peilaksanaan 

Puituisan Peingadilan uintuik meilaksanakan tuigasnya adalah seibagai beirikuit:
26

 

a. Hakim peingawas dan peingamat meingadakan peingawasan guina meimpeiroleih 

keipastian bahawa puituisan peingadilan dilaksanakan seimeistinya. Hakim 

teirseibuit meingadakan peineilitian deimi keiteitapan yang beirmanfaat bagi 

peimidanaan , seirta peingaruih timbal balik antara peirilakui narapida dan 

peimbinaan narapidana oleih leimbaga peimasyarakatan. Peingamatan teitap 

dilaksanakan seiteilah narapidana seileisai meinjalani pidananya. Peingawasan 

dan peingamatan beirlakui bagi peimidanaanbeirsyarat (Pasal 280 KUiHAP). 

b. Atas peirmintaan hakim peingawas dan peingamat, keipala leimbaga 

peimasyarakatan meinyampaikan informasi seicara beirkala ataui seiwaktuiwaktui 

teintang peirilakui narapidana teirteintui yang ada dalam peingamatan hakim 

teirseibuit (Pasal 281 KUiHAP).  

c. Hakim dapat meimbicarakan deingan keipala leimbaga peimasyarakatan 

teintang cara peimbinaan narapidana teirteintui. Hasil peingawasan dan 

                                                     
26 Ibid. hlm.320. 
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peingamatan dilaporkan oleih hakim peingawas dan peingamat keipada keituia 

peingadilan seicara beirkala (Pasal 282 dan 283 KUiHAP) 

Seilain di dalam Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 Teintang Kitab 

Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana, tuigas Hakim Peingawas dan Peingamat 

juiga diatuir di dalam Suirat Eidaran Mahkamah Aguing Nomor 7 Tahuin 1985 

teintang Peituinjuik Peilaksanaan Tuigas Hakim Peingawas dan Peingamat, yaitui:
27

 

a. Meimeiriksa dan meinandatangani reisgisteir peingawas yang beirada di 

Keipaniteiraan Peingadilan Neigeiri.  

b. Meingadakan cheicking on thei spot (meimeiriksa diteimpat) paling seidikit 3  

(tiga) builan seikali kei leimbaga peimasyarakatan uintuik meimeiriksa 

Keibeinaran keibeinaran beirita acara peilaksanaan puituisan peingadilan yang 

ditandatangani oleih Jaksa, Keipala Leimbaga Peimasyarakatan dan 

teirpidana.  

c. Meingadakan obseirvasi teirhadap keiadaan, suiasana dan keigiatan yang 

beirlangsuing di dalam lingkuingan teimbok-teimbok leimbaga, khuisuisnya 

uintuik meinilai apakah keidaaan leimbaga peimasyarakatan teirseibuit suidah 

meimeinuihipeingeirtianbahwapeimidanaan tidak dimaksuidkan uintuik 

meindeiritakan dan tidak dipeirkeinankan meireindahkan martabat manuisia, 

seirta meingamati deingan mata keipala seindiri peirilakui narapidana yang 

dijatuihkan keipadanya.  

d. Meingadakan wawancara deingan para peituigas peimasyarakatan (teiruitama 

para wali peimbina narapidanayang beirsangkuitan) meingeinai peirilakui seirta 

                                                     
27

Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 7 tahun 1985, tentang pelaksanaan tugas 

hakim pengawas dan pengamat, hlm.2. 
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hasil-hasil peimbinaan narapidana, baik keimajuian-keimajuian yang 

dipeiroleih mauipuin keimuinduirankeimuinduiran yang teirjadi.  

e. Meingadakan wawancara langsuing deingan para narapidana meingeinai hal 

ihwal peirlakuian teirhadap dirinya, huibuingan huibuingan keimanuisiaan antara 

seisamei meireika seindiri mauipuin deingan para peituigas leimbaga 

peimasyarakatan.  

f. Meinghuibuingi Keipala Leimbaga Peimasyarakatan dan Keituia Deiwan 

Peimbina Peimasyarakatan (DPP), dan juiga dipandang peirlui juiga 

meinghuibuingi koordinator peimasyarakatan pada kantor wilayah 

Deiparteimein Keihakiman dalam rangka saling tuikar meinuikar saran 

peindapat dalam peimeicahan suiatui masalah. 

b. Metode Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan 

Pengawasan  

 Adapuin meitodei yang diguinakan dalam meilakuikan peingawasan dan 

peingamatan adalah meitodei eiduikatif peirsuiasif yang dituinjang oleih asas 

keikeiluiargaan dalam arti di dalam meinjalankan tuigasnya hakim peingawas dan 

peingamat haruis seilalui meingguinakan tata cara peindeikatan yang dijiwai deingan 

itikad uintuik meincapai tuijuian yang muilia meilaluii peingarahan-peingarahan, 

saransaran dan himbauian-himbauian, dan tidak dibeinarkan sampai meinyingguing 

peirasaan pihak-pihak lain atauipuin meincampuiri seicara formal weiweinang instansi 

lain.  

Kalaui puin seiandainya seidikit banyak hakim peingawas dan peingamat akan 

masuik dalam bidang instansi lain, heindaknya itui teitap beirtuimpui pada sikap 

keikeiluiargaan yang dilandasi oleih keiarifan dan keibijaksanaan. Di lain pihak 
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heindaknya hakim peingawas dan peingamat teitap meinjuinjuing tinggi jeinjang 

hieirarki yang beirlakui di lingkuingan Direiktorat Jeindeiral Peimasyarakatan seisuiai 

Keipuituisan Meinteiri Keihakiman tanggal 29 Deiseimbeir 1976 No.: Y.S.4/12/20 

tahuin 1976 teintang Suisuinan Organisasi dan Tata Keirja Leimbaga Peimasyarakatan   

dan Balai Bimbingan Keimasyarakatan dan Peingeintasan Anak, seihingga huibuingan 

keirja keidinasan teitap dapat dipeilihara deingan seibaik-baiknya.
28

 

Dalam meineintuikan tuijuian peimidanaan dipeingaruihi oleih duia aliran huikuim 

pidana
29

 yaitui:  

1. Aliran klasik, yaitui suiatui aliran yang meingheindaki huikuim pidana yang 

teirsuisuin seicara sisteimatis dan meinitikbeiratkan pada peirbuiatan dan tidak 

pada orang yang meilakuikan tindak pidana  

2. Aliran modeirn, yaitui suiatui aliran yang meimuisatkan peirhatian pada si 

peimbuiat tindak pidana. Beirdasarkan aliran klasik, maka tuijuian 

peimidanaan ini leibih keipada tuijuian peimbalasan. Seidangkan beirdasarkan 

aliran modeirn, maka tuijuian dari peimidanaan adalah uintuik peimbinaan dan 

peinceigahan keijahatan ataui tindak pidana 

c. Mekanisme Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan 

Pengawasan   

Meikanismei keirja hakim peingawas dan peingamat haruis meimeinuihi tata 

cara yang praktis dan pragmatis. Ia haruis meinguimpuilkan fakta nyata beirdasarkan 

keiadaan yang seibeinarnya, jauih dari peincampuiran opini suibyeiktif. Meikanismei 

hakim peingawas dan peingamat seikarang ini teirlihat hanya seikeidar meimeinuihi 

                                                     
28

Ibid, hlm.4-5. 
29

 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung 2010. 
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tuigas administrasi beilaka (peimeinuihan keiwajiban peimbuiatan laporan), Hal ini 

peirlui uintuik meinceigah timbuilnya keisimpuilan yang meinyeisatkan.
30

 

Peilaksanaan tuigas hakim peingawas dan peingamat hanya dituijuikan 

padanarapidana (tidak teirmasuik yang beirasal dari puituisan peingadilan militeir) 

yang meinjalani pidananya di leimbaga peimasyarakatan yang teirdapat dalam 

daeirah huikuim peingadilan neigeiri dimana hakim peingawas dan peingamat yang 

beirsangkuitan beirtuigas. Ini beirarti:   

a. tidak seilamanya seiorang hakim peingawas dan peingamat meingawasi dan 

meingamati peilaksanaan puituisan-puituisan yang dijatuihkan oleih peingadilan 

neigeiri dimana ia beirtuigas, akan teitapi dapat juiga ia meingawasi/meingamati 

peilaksanaan puituisan peingadilan-peingadilan neigeiri lain.  

b. adanya keimuingkinan seiorang hakim peingawas dan peingamat tidak 

meimpuinyai suibjeik peingawasan/peingamatan dikareinakan dalam daeirah 

huikuim peingadilan neigeiri di teimpat mana ia beirtuigas, tidak teirdapat 

leimbaga peimasyarakatan. 

Dalam hal seisorang narapidana seiteilah meinjalani seibagian pidananya 

keimuidian dipindahkan kei leimbaga peimasyarakatan lain, maka weiweinang 

peingawasan/peingamatannya beirpindah keipada hakim peingawas dan peingamat 

dari peingadilan neigeiri dalam daeirah huikuim mana leimbaga peimasyarakatan itui 

beirada. Seihuibuingan deingan itui maka hakim peingawas dan peingamat yang lama 

haruis meigirimkan data-data peirilakui narapidana keipada reikannya di Peingadilan 

Neigeiri dalam daeirah huikuim mana leimbaga peimasyarakatan yang barui itui beirada, 
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Uintuik meinjaga keiuituihan sisteim keiarsipan, heindaknya yang dikirimkan itui hanya 

salinannya saja.
31

 

d. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan  

Sisteim peimasyarakatan meiruipakan suiatui rangkaian keisatuian peineigakan 

huikuim pidana, oleih kareina itui peilaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari 

peingeimbangan konseipsi uimuim meingeinai peimidanaan. Sisteim peimasyarakatan 

disamping beirtuijuian uintuik meingeimbalikan Warga Binaan Peimasyarakatan 

seibagai warga yang baik juiga beirtuijuian uintuik meilinduingi masyarakat teirhadap 

keimuingkinan diuilanginya tindak pidana oleih Warga Binaan Peimasyarakatan, 

seirta meiruipakan peineirapan dan bagian yang tak teirpisahkan dari nilai-nilai yang 

teirkanduing dalam Pancasila. Meinyadari hal itui maka teilah lama sisteim 

peimasyarakatan Indoneisia leibih diteikankan pada aspeik peimbinaan narapidana, 

anak didik peimasyarakatan, ataui kliein peimasyarakatan. Dalam sisteim 

peimasyarakatan, narapidana, anak didik peimasyarakatan beirhak meindapatkan 

peimbinaan rohani dan jasmani seirta dijamin hak-hak meireika uintuik meinjalankan 

ibadahnya, beirhuibuingan deingan pihak luiar baik keiluiarga mauipuin pihak lain, 

meimpeiroleih informasi baik meilaluii meidia ceitak mauipuin eileiktronik, meimpeiroleih 

peindidikan yang layak dan lain seibagainya.  

Lembaga Pemasyarakatan Mempunyai Sistem Berdasarkan Asas-Asas 

Untuk Membina Narapidana : (A) Pengayoman; (B) Nondiskriminasi; (C) 

Kemanusiaan; (D) Gotong Royong; (E) Kemandirian; (F) Proporsionalitas; (G) 

Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-Satunya Penderitaan; dan (h). 

                                                     
31

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun1985 Op.Cit hlm.  6-7. 



26 
 

 

Profesionalitas.
32

 

Pasal 2 huruf a, b, dan c Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 2022 teintang 

Peimasyarakatan meinjeilaskan : 

a. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan bertujuan untuk memberikan 

jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak,  

b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 

pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, 

bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan,  

c. dan memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak 

pidana.   

Pasal 1 angka 2 Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 2022 teintang 

Peimasyarakatan meinjeilaskan “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan 

mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara 

terpadu”.
33

 Pemasyarakatan meliputi: Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan 

Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan; dan Pengamatan.
34

 Beirinteigrasi seicara 

seihat adalah peimuilihan keisatuian huibuingan Warga binaan peimasyarakatan deingan 

masyarakat. Peimasyarakatan seindiri juiga meiruipakan salah satui eileimein dari 

sisteim peiradilan pidana di Indoneisia meilaluii TAP MPR Nomor X/MPR/1998, 

yakni meinciptakan keiteirtiban uimuim dan keiadilan seirta peirlinduingan teirhadap hak 

asasi manuisia. Eiksisteinsi peimasyarakatan seibagai instansi huikuim teilah diatuir 
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seicara teigas di dalam Uindang-Uindang Nomor 12 Tahuin 1995 teintang 

Peimasyarakatan. 

 

G.  Metode Penelitian 

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk 

memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.
35

 Fungsi 

penelitian adalah mendapatkan kebenaran.
36

 Dalam penulisan tesis ini diperlukan 

sebuah metode penelitian hukum, hal ini dimaksudkan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian serta mencari atau mendapatkan data-data yang 

valid dan akurat mengenai “Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat 

Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb kutacane” 

sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian yuridis empiris, 

yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian 

secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah 

terjadi didalam kehidupan masyarakat,
37

 atau dengan kata lain yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang 

telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-
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fakta dan data yang dibutuhkan.
38

  

b. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) 

dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan 

dengan isu hukum yang diteliti,
39

 dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) berangkat dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide, konsep-konsep hukum yang 

relevan dengan isu yang dihadapi.
40

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian Preskiptif, yaitu sifat 

penelitian untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang yang telah 

dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian 

mengenai benar atau salah ataupun apa yang seyogyanya menurut hukum 

terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.
41

  

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer, 

data sekunder dan data teresier, yang di kemas dalam bentuk sebagai berikut  

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara lansung dari objeknya.
42

 

Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan 

(field research) dengan cara wawancara. 
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a. Kepala subseksi keamanan lembaga pemasyarakatan klas II B kutacane 

b. Kepala lemabaga pemasyarakatan klas II B kutacane. 

c. Pegawai bidang pembinaan narapidana yang bekerja di lembaga 

Pemasyarakatan klas II B kutacane. 

d. Dua Orang Hakim pengawas dan pengamat yang bertugas di lembaga 

Pemasyarakatan klas II B kutacane. 

e. Tujuh orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan klas II B Kutacane 

2. Data sekunder atau data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library 

reseach) yaitu:
43

 buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah 

dalam bentuk jurnal, tesis, dan disertasi dari hasil penelitian sebelumnya 

3. Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa 

indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, artikel ilmiah, berita-berita dimedia cetak 

maupun media online, dan opini yang banyak dimuat di media massa. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library 

research) dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai 

literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pemilihan teknik ini dilakukan 

karena peneliti ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang 

pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana. 

Sebagai perimbangan data, penulis juga mengumpulkan infomasi dengan 

mewawancarai kepala subseksi keamanan lembaga pemasyarakatan klas IIb 
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kutacane, kepala lemabaga pemasyarakatan klas II kutacane, pegawai bidang 

pembinaan narapidana yang bekerja di lembaga pemasyarakatan, hakim pengawas 

dan pengamat yang bertugas di lembaga pemasyarakatan, dan 7 (tujuh) orang 

narapidana. 

1) Tahap pertama pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan sejak 

penelitian terdahulu dan data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk tulisan 

kemudian dianalisis. 

2) Tahap kedua reduksi data Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk 

mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. 

3) Tahap ketiga penyajian atau display data. Yaitu melihat gambaran keseluruhan 

dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat. 

4) Tahap keempat penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi ini merupakan 

tahapan akhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung. 

Pada proses verifikasi, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari 

kata-kata yang telah terkumpulkan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk 

kesimpulan yang bersifat tentative. Seiring dengan berakhirnya penelitian, 

maka proses verifikasi nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat 

grounded atau permanen dan mendasar.
44

 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh 

peneliti. Seperti menurut sugiyono “populasi adalah wilayah generalisasi yang 
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terdiri dari obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan
45

, maka 

dilakukan beberapa pengambilan populasi yang terlibat dalam kegiatan 

pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga perlu dilakukan 

pengambilan sampel untuk data analisis penulis. 

2. Sampel 

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, suatu populasi atau sub 

populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi 

atau sub populasi. Untuk meneliti suatu populasi yang besar jumlahnya terkadang 

tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan keterbatasan tertentu, misalnya 

dana, waktu dan tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel 

yang dapat mewakili populasi.
46

 Dalam penelitian penulis ini mengambil sampel 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

Yang menjadi responden 

a. Tujuh orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kuta cane 

b. Dua Orang Hakim pengawas dan pengamat yang bertugas di lembaga 

pemasyarakatan 

Yang menjadi informan 

a. Kepala subseksi keamanan lembaga pemasyarakatan klas IIb kutacane  

b. Kepala lemabaga pemasyarakatan klas II kutacane. 

c. Pegawai bidang pembinaan narapidana yang bekerja di lembaga 

pemasyarakatan. 
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K. Analisis Data 

Dari data-data yang telah terkumpul tersebut kemudian dilakukan analisis 

data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum 

yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, 

dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data 

yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.
47

 Berdasarkan konsep 

data-data diataslah penulis dapat menyempurnakan bahan tesis ini untuk dijadikan 

sebuah tulisan yang bermanfaat bagi pembaca. 
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